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ABSTRACT 

The purpose of this article is to examine the dilemma surrounding cigarette taxation: whether government 

policies truly reduce cigarette consumption or instead harm tobacco farmers. This study employs a 

descriptive qualitative method by analyzing official documents related to cigarette tax policies. The 

research was conducted through a literature review by collecting and analyzing relevant sources, including 

academic journals, official government reports, newspaper articles, and publications from related 

organizations available in both physical libraries and digital databases. The findings indicate that an 

increase in cigarette taxes is effective in reducing consumption, particularly among younger age groups. 

However, this policy also negatively impacts tobacco farmers and small-scale cigarette industries. 

Therefore, it is essential to balance this policy with impact mitigation strategies for the agricultural and 

tobacco sectors. This ensures that excise tax policies not only prioritize public health but also consider the 

broader and more sustainable economic well-being of affected communities 
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ASBTRAK 

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui dilema pajak rokok: akankah kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah ini benar-benar menekan konsumsi rokok atau malah merugikan para petani tembakau. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memperoleh data melalui analisis dokumen 

resmi terkait kebijakan pajak rokok. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan 

dan menganalisis sumber-sumber literatur yang relevan. Data diperoleh dari jurnal akademik, laporan 

data resmi pemerintah, artikel surat kabar, serta publikasi dari organisasi terkait yang tersedia melalui 

perpustakaan fisik maupun basis data digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan pajak rokok 

memang efektif dalam mengurangi konsumsi rokok, terutama di kalangan usia muda. Namun, kebijakan ini 

juga berdampak negatif terhadap petani tembakau dan industri rokok skala kecil. Oleh karena itu, 

kebijakan ini perlu diimbangi dengan strategi mitigasi dampak bagi sektor pertanian dan industri 

tembakau agar kebijakan cukai tidak hanya berfokus pada kesehatan publik, tetapi juga memperhatikan 

aspek ekonomi masyarakat terdampak secara menyeluruh dan berkelanjutan 

Kata Kunci: Pajak Rokok, Konsumsi Rokok, Petani Tembakau 

 

PENDAHULUAN 

Kebijakan pajak rokok terutama di 

Indonesia merupakan salah satu 

instrumen fiskal yang digunakan 

pemerintah untuk mengendalikan 

konsumsi dan meningkatkan pendapatan 

negara dan dapat berdampak negatif 

pada industri dan petani tembakau. 

Sektor tembakau di Indonesia 

memainkan peran penting dalam 

perekonomian lokal, memberikan mata 

pencaharian bagi jutaan orang, termasuk 

petani, buruh tani, dan pekerja di industri 

pengolahan. Banyak petani yang telah  

 

berinvestasi besar dalam budidaya 

tembakau dan bergantung pada hasil 

panen untuk memenuhi kebutuhan hidup 

mereka. Kebijakan pajak yang lebih 

tinggi dapat menyebabkan penurunan 

permintaan rokok, yang pada gilirannya 

dapat berdampak negatif pada 

pendapatan petani tembakau.  

Kebijakan kenaikan cukai pada 

rokok terdapat di Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2020–2024 adalah untuk meningkatkan 

nilai cukai rokok (Roosa, 2021). 
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Tujuannya adalah untuk menurunkan 

prevalensi merokok, khususnya di 

kalangan anak, dari 9,1 persen menjadi 

8,7 persen pada tahun 2024. Namun, 

karena dampaknya yang luas, penerapan 

kebijakan ini menimbulkan masalah. 

Kebutuhan jutaan petani tembakau 

diabaikan dalam kebijakan kenaikan 

cukai rokok tahun 2024. Kebijakan ini, 

yang berpotensi menurunkan harga jual 

tembakau, diperkirakan akan berdampak 

pada sekitar 6 juta petani tembakau. Ini 

menunjukkan bahwa kebijakan fiskal 

sering memiliki efek yang tidak adil, 

memberatkan kelompok tertentu 

sementara menguntungkan kelompok 

lain(Achmad Nur Hidayat, 2021). 

Dampak kebijakan pajak rokok 

terhadap petani tembakau yang 

bergantung pada sektor ini cukup 

signifikan dan kompleks. Pengenaan 

pajak yang lebih tinggi dapat 

menyebabkan penurunan permintaan 

rokok, yang pada gilirannya mengurangi 

kebutuhan akan tembakau. Hal ini 

berdampak negatif secara berkala pada 

pendapatan petani, yang sering kali telah 

menginvestasikan waktu, tenaga, dan 

sumber daya dalam budidaya tembakau. 

Penurunan permintaan dapat memaksa 

petani untuk menjual hasil panen dengan 

harga yang lebih rendah, menyebabkan 

kerugian finansial yang besar dan 

meningkatkan risiko ketidakstabilan 

ekonomi bagi keluarga mereka. Oleh 

karena itu, ada kekhawatiran bahwa 

kebijakan pajak yang ketat dapat 

memicu krisis ekonomi di kalangan 

petani tembakau dan mengancam 

keberlangsungan hidup mereka 

(Susilawati, 2023). 

 Pajak rokok sebagai instrumen 

kesehatan masyarakat adalah untuk 

mengurangi tingkat konsumsi rokok 

melalui peningkatan harga, sehingga 

mendorong individu, terutama generasi 

muda, untuk menghindari atau 

menghentikan kebiasaan merokok. 

Dengan menjadikan rokok semakin tidak 

terjangkau, pajak ini berfungsi sebagai 

pencegah, yang diharapkan dapat 

menurunkan prevalensi penyakit terkait 

rokok, seperti kanker, penyakit jantung, 

dan gangguan pernapasan. Pajak rokok 

juga bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan bahaya 

merokok, mendorong pola hidup sehat, 

dan mempromosikan kebijakan 

kesehatan yang lebih luas. Hasil dari 

kebijakan ini juga diharapkan dapat 

mengurangi beban biaya perawatan 

kesehatan yang ditanggung oleh negara 

akibat penyakit-penyakit yang dapat 

dicegah (Santoso, 2022). 

Beberapa jurnal yang membahas 

masalah Indonesia dalam ratifikasi 

Framework Convention on Tobacco 

Control (FCTC) menyatakan bahwa 

"Industri rokok memberikan dampak 

positif bagi pendapatan Negara tetapi 

memiliki dampak buruk terhadap 

kesehatan masyarakat" (Ravie et al., 

2023). Ini adalah dasar dari masalah 

kebijakan fiskal terkait rokok di 

Indonesia, di mana pemerintah harus 

menyeimbangkan tujuan ekonomi 

dengan tujuan kesehatan masyarakat. 

Dengan melakaukan penelitian ini, 

diharapkan dapat memberikan wawasan 

yang lebih mendalam mengenai 

pengaruh pajak rokok apakah menekan 

konsumsi atau merugikan petani. 

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam artikel ini adalah kualitatif 

deskriptif dan analisis data sekunder. 

Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan 

untuk menggambarkan fenomena yang 

terjadi terkait kebijakan pajak rokok dan 

dampaknya terhadap masyarakat serta 

petani tembakau. Melalui pendekatan 

ini, peneliti dapat menggali pandangan, 

pengalaman, dan persepsi individu 

mengenai kebijakan tersebut. Data yang 

dikumpulkan akan memberikan 
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wawasan mendalam tentang bagaimana 

pajak rokok memengaruhi pola 

konsumsi dan kehidupan sehari-hari 

masyarakat, serta tantangan yang 

dihadapi oleh petani tembakau dalam 

industri ini. 

Analisis data sekunder akan 

digunakan untuk mendukung temuan 

dari penelitian kualitatif. Data sekunder 

ini mencakup informasi yang sudah ada, 

seperti statistik konsumsi rokok, laporan 

kesehatan masyarakat, dan data ekonomi 

terkait sektor tembakau. Dengan 

menggabungkan data kualitatif dan 

sekunder, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif tentang dampak kebijakan 

pajak rokok. Hal ini akan membantu 

pembaca memahami keterkaitan antara 

kesehatan masyarakat dan kesejahteraan 

petani tembakau, serta memberikan 

rekomendasi yang berguna bagi pembuat 

kebijakan. 

• Analisis Dokumen dan Pengumpulan 

Data: Dokumen yang dianalisis 

mencakup laporan resmi pemerintah, 

artikel di surat kabar, dan sumber lain 

yang relevan dengan tema kebijakan 

pajak rokok. Melalui analisis 

dokumen, peneliti dapat memahami 

konteks kebijakan dan implikasinya 

bagi kesehatan masyarakat serta 

kesejahteraan petani tembakau.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

PENELITIAN 

Berdasarkan data yang 

dikumpulkan dari laporan resmi 

pemerintah, artikel surat kabar, serta 

sumber relevan lainnya, ditemukan 

bahwa kebijakan ini memiliki 

konsekuensi ganda. Dampak pada 

konsumen perokok dalam kenaikan 

pajak rokok terbukti efektif dalam 

menekan konsumsi, terutama di 

kelompok masyarakat dan usia tertentu. 

Namun, di sisi lain kebijakan ini 

menimbulkan tantangan bagi petani 

tembakau dan industri rokok skala kecil 

akibat turunnya permintaan bahan baku 

serta meningkatnya peredaran rokok 

ilegal. Pada dasarnya pemerintah 

Indonesia itu telah menerapkan beberapa 

kebijakan untuk menekan angka 

konsumsi rokok pada Masyarakat dan 

mengurangi pravelensi perokok, 

khususnya dikalangan anak-anak dan 

remaja. Berikut adalah hasil dari analisis 

data sekunder terkait dilema pajak rokok 

untuk kesehatan masyarakat dan 

dampaknya terhadap sektor pertanian 

tembakau. 

1. Dampak Terhadap Konsumsi 

Rokok  

Berdasarkan laporan dari 

Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia (2023), kebijakan pajak 

rokok telah terbukti secara signifikan 

menurunkan tingkat konsumsi rokok 

di Indonesia. Laporan tersebut 

menunjukkan bahwa kenaikan tarif 

cukai rokok sebesar 10-20% dapat 

mengurangi konsumsi rokok sebesar 

4-6%. Hal ini sejalan dengan temuan 

dari artikel di Kompas (2024), yang 

mengungkapkan bahwa kebijakan 

peningkatan pajak rokok telah 

berhasil menurunkan jumlah perokok 

aktif, terutama di kalangan usia muda. 

Penurunan konsumsi rokok ini 

berhubungan langsung dengan tujuan 

utama kebijakan, yaitu mengurangi 

dampak buruk merokok terhadap 

kesehatan masyarakat.  

Dampak Kebijakan pajak rokok 

merupakan salah satu instrumen 

utama yang digunakan oleh 

pemerintah untuk menekan konsumsi 

rokok di masyarakat. Para perokok 

sudah mengetahui akan dampak dan 

bahaya merokok, namun masih tetap 

saja melakukan aktivitas tersebut. 

Menurut (Permathic, 2012) 

mengatakan bahwa berbagai pihak 

sudah sering mengeluhkan ketidak 

nyamanannya ketika berdekatan 
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dengan orang yang merokok, terbukti 

bahwa bahaya merokok bukan saja 

milik perokok tetapi juga berdampak 

pada orang - orang disekelilingnya.  

Hasil dari berbagai sumber 

penelitian ini berbanding lurus 

dengan hasil yang ditemukan dalam 

penelitian oleh (Murniasih, E. 2024) 

yang menyatakan menolak H0 dan 

menerima H1 bahwa produksi 

tembakau memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pajak rokok. 

Berbagai dampak dan bahaya 

merokok sebenarnya sudah 

dipublikasikan kepada masyarakat, 

namun kebiasaan merokok 

masyarakat Indonesia masih sulit 

untuk dihentikan, oleh karena itu 

penting untuk mengevaluasi 

kebijakan yang berhasil 

dalam mecapai tujuan.  

2. Dampak Terhadap Petani 

Tembakau 

Berdasarkan artikel yang diterbitkan 

di The Jakarta Post (2024), kebijakan 

ini menyebabkan penurunan 

permintaan terhadap tembakau. Para 

petani tembakau mengeluhkan bahwa 

harga tembakau yang tidak sebanding 

dengan biaya produksi mereka, 

ditambah dengan turunnya jumlah 

konsumsi rokok, mengancam 

keberlanjutan usaha pertanian 

tembakau petani. Laporan Asosiasi 

Petani Tembakau Indonesia (2023) 

mengungkapkan bahwa sekitar 30% 

petani tembakau di Jawa Timur 

mengalami penurunan pendapatan 

sejak diberlakukannya pajak rokok 

yang lebih tinggi. Data dari 

Kementerian Pertanian Republik 

Indonesia (2022) menunjukkan 

bahwa petani tembakau di daerah 

penghasil utama, seperti Jawa Tengah 

dan Nusa Tenggara Barat, merasa 

tertekan oleh kebijakan pajak rokok 

yang menyebabkan turunnya harga 

jual tembakau mereka.  

Data dari Asosiasi Petani Tembakau 

Indonesia (APTI, 2024) menunjukkan 

bahwa kenaikan cukai rokok 

berdampak pada berkurangnya 

permintaan tembakau dari pabrik 

rokok, yang berujung pada penurunan 

harga tembakau di tingkat petani. Dan 

juga laporan dari Bisnis Indonesia 

(2024) mengungkapkan bahwa 

beberapa petani bahkan beralih ke 

tanaman lain karena ketidakstabilan 

harga tembakau akibat kebijakan 

cukai rokok. Hal ini berdampak pada 

kesejahteraan petani, yang sebagian 

besar bergantung pada pendapatan 

dari penjualan tembakau untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari.  

Dampak kebijakan pajak rokok 

terhadap petani tembakau merupakan 

aspek penting yang perlu dianalisis 

secara mendalam. Pengenaan pajak 

yang lebih tinggi pada produk 

tembakau dapat menyebabkan 

penurunan permintaan rokok di pasar. 

Ketika konsumsi rokok berkurang, 

secara langsung hal ini memengaruhi 

pendapatan petani tembakau yang 

bergantung pada permintaan pasar 

untuk produk mereka. Penurunan 

permintaan ini bisa mengakibatkan 

penurunan harga tembakau, sehingga 

mengurangi pendapatan yang 

diterima oleh petani (Kustiari, 2022). 

Beberapa petani mungkin harus 

mengurangi luas lahan yang mereka 

tanami tembakau atau bahkan beralih 

ke komoditas lain yang lebih 

menguntungkan. Perubahan ini tidak 

hanya berdampak pada kehidupan 

ekonomi petani, tetapi juga dapat 

mempengaruhi komunitas yang 

bergantung pada industri tembakau 

untuk mata pencaharian mereka 

(Ravie et al., 2023). Berikut hasil dari 

analisis data terkait pengaruh 

kebijakan pajak pada sektor pertanian 

di Indonesia:  
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1. Penurunan Pendapatan : 

Pengenaan pajak yang lebih tinggi 

pada produk rokok dapat 

mengakibatkan penurunan 

permintaan yang signifikan. Hal 

ini berdampak langsung pada 

pendapatan petani tembakau, yang 

sangat bergantung pada tingkat 

konsumsi rokok di pasar. Ketika 

harga rokok meningkat akibat 

pajak, banyak perokok mungkin 

memilih untuk mengurangi 

pembelian mereka, sehingga 

mengurangi pendapatan yang 

diterima oleh petani dari penjualan 

tembakau. Akibatnya, petani 

menghadapi tantangan finansial 

yang dapat memengaruhi 

kehidupan sehari-hari mereka. 

2. Pengurangan Permintaan : 

Dengan menurunnya konsumsi 

rokok, petani tembakau mungkin 

menghadapi kesulitan dalam 

menjual hasil panen mereka. 

Penurunan permintaan ini 

menyebabkan tekanan pada pasar, 

yang berujung pada penurunan 

harga tembakau. Ketika harga 

tembakau jatuh, petani tidak hanya 

kehilangan potensi pendapatan, 

tetapi juga mungkin terpaksa 

menyimpan hasil panen yang tidak 

terjual.  

3. Perubahan Pola Tanam: Sebagai 

respons terhadap perubahan 

permintaan, beberapa petani 

mungkin terpaksa mengurangi luas 

lahan yang mereka tanami 

tembakau. Dalam situasi di mana 

pendapatan dari tembakau 

menurun, beralih ke komoditas 

lain yang lebih menguntungkan 

menjadi pilihan yang menarik. 

Perubahan pola tanam ini tidak 

hanya berdampak pada produksi 

tembakau, tetapi juga dapat 

memengaruhi ekosistem pertanian 

lokal, serta mengubah dinamika 

pasar pertanian secara 

keseluruhan. 

4. Dampak Sosial: Penurunan 

pendapatan dan permintaan 

tembakau tidak hanya 

memengaruhi petani secara 

individu, tetapi juga berdampak 

pada kesejahteraan sosial 

komunitas yang bergantung pada 

industri tembakau. Banyak 

keluarga di daerah pertanian 

tembakau menggantungkan hidup 

mereka pada hasil penjualan 

tembakau. Ketika pendapatan 

menurun, hal ini dapat 

menyebabkan peningkatan 

kemiskinan, pengangguran, dan 

masalah sosial lainnya di 

komunitas tersebut, yang pada 

gilirannya mempengaruhi 

stabilitas sosial dan ekonomi. 

5. Kebutuhan akan Dukungan : 

Dalam menghadapi tantangan 

yang ditimbulkan oleh kebijakan 

pajak rokok, penting bagi 

pemerintah dan lembaga terkait 

untuk menyediakan program 

dukungan bagi petani. Program ini 

dapat berupa pelatihan, bantuan 

finansial, atau akses ke pasar 

alternatif yang dapat membantu 

petani beradaptasi dengan 

perubahan pasar. Dukungan 

semacam ini sangat penting untuk 

memastikan bahwa petani tidak 

hanya dapat bertahan, tetapi juga 

menemukan cara untuk 

berkembang meskipun dalam 

situasi yang sulit. 

6. Inovasi dan Diversifikasi: 

Kebijakan pajak yang berdampak 

pada pendapatan petani tembakau 

mendorong mereka untuk mencari 

alternatif dan diversifikasi usaha 

pertanian mereka. Inovasi dalam 

cara bertani dan penanaman 

komoditas baru dapat membantu 

petani mengurangi ketergantungan 
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pada tembakau. Melalui 

diversifikasi, petani dapat 

menciptakan sumber pendapatan 

tambahan, yang akan 

meningkatkan ketahanan ekonomi 

mereka dalam jangka panjang, 

serta mengurangi risiko yang 

dihadapi akibat fluktuasi pasar 

tembakau. 

7. Ketidakpastian Ekonomi: 

Kebijakan pajak dapat 

menciptakan ketidakpastian 

ekonomi bagi petani tembakau, 

yang berpotensi mempengaruhi 

keputusan investasi dan 

perencanaan jangka panjang 

mereka. Ketidakpastian ini dapat 

membuat petani ragu untuk 

melakukan investasi dalam 

peralatan, teknologi, atau 

pengembangan lahan baru. Ketika 

situasi pasar tidak stabil, petani 

mungkin merasa sulit untuk 

merencanakan masa depan, yang 

dapat menghambat pertumbuhan 

dan perkembangan sektor 

pertanian mereka secara 

keseluruhan. 

   Pemerintah dan lembaga terkait 

perlu merancang program yang 

dapat membantu petani 

beradaptasi dengan perubahan 

pasar akibat kebijakan pajak. 

Program pelatihan, bantuan 

finansial, dan akses ke pasar 

alternatif dapat menjadi langkah-

langkah yang efektif untuk 

memastikan keberlanjutan 

kehidupan petani tembakau. 

Melalui pendekatan yang 

komprehensif, diharapkan dampak 

negatif kebijakan pajak dapat 

diminimalisir, sehingga 

kesejahteraan petani tetap terjaga 

meskipun ada penurunan 

permintaan tembakau (Terok & 

Liofa, 2024). 

3. Kebijakan yang seimbang  

Merancang kebijakan pajak rokok 

yang seimbang sangat penting agar 

tujuan kesehatan tercapai tanpa 

menciptakan masalah sosial baru di 

kalangan petani tembakau. 

Pengenaan pajak yang terlalu tinggi 

memang efektif menurunkan 

konsumsi rokok, tetapi juga bisa 

menyebabkan penurunan drastis 

dalam permintaan tembakau oleh 

industri rokok.  Isu Kesehatan 

Masyarakat: Meskipun tembakau 

memiliki manfaat konsumsi dan 

produktif tembaku sering dikaitkan 

dengan masalah Kesehatan seperti 

penyakit merokok. Hal ini 

menimbulkan masalah bagi 

masyarakat setempat: Hal ini 

menimbulkan masalah bagi 

masyarakat setempat: mereka 

bergantung pada industry ini untuk 

hidup, tetapi mereka juga menghadapi 

resiko masalah Kesehatan di masa 

depan. 

Tujuannya adalah untuk mengurangi 

prevelensi merokok di masyarakat, 

terutama di kalangan generasi muda. 

Meroko di Indonesia, terutama di 

kalangan anak-anak dan 

remaja,masih sangat umum, 

meskipun peraturan ini cukup 

komprehensif. Meskipun kebijakan 

kesehatan terkait tembakau di 

Indonesia masih berkembang, 

kebijakan yang lebih ketat dan 

peningkatan kesadaran publik 

diperlukan untuk mengurangi 

prevalensi Meroko dan mengatasi 

dampak negatifnya terhadap ekonomi 

dan kesehatan. (Hikmah, F. N. 2025) 

Kebijakan yang seimbang tidak hanya 

akan menguntungkan petani dan 

meningkatkan kesehatan masyarakat, 

tetapi juga dapat menciptakan 

peluang untuk inovasi dalam sektor 

pertanian. Dengan adanya insentif 

untuk beralih ke produk yang lebih 

ramah lingkungan atau lebih sehat, 
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sektor pertanian dapat berkembang 

dengan cara yang berkelanjutan. 

Dengan merumuskan kebijakan yang 

holistik dan inklusif, diharapkan 

tercipta situasi win-win yang 

menguntungkan semua pihak yang 

terlibat berikut beberapa kebijakan 

,menurut (Kustiari, 2022).  

Kebijakan peran ganda dalam upaya 

menyeimbangkan dua tujuan utama: 

pengendalian konsumsi rokok untuk 

melindungi kesehatan masyarakat 

serta meningkatkan penerimaan 

negara melalui kontribusi pajak. 

hingga distributor, menjadikan setiap 

perubahan kebijakan cukai memiliki 

dampak signifikan terhadap stabilitas 

sosial-ekonomi. Di sisi lain, 

efektivitas kebijakan cukai rokok 

dalam mengurangi konsumsi rokok 

masih menjadi topik perdebatan yang 

hangat di kalangan akademisi, 

pembuat kebijakan, dan aktivis 

kesehatan. Menurut Kementerian 

Keuangan (2023), cukai rokok 

menjadi salah satu sumber 

penerimaan negara terbesar di luar 

sektor migas, dengan kontribusi 

mencapai lebih dari 10% dari total 

penerimaan negara. Hal ini berpotensi 

mengurangi efektivitas kebijakan 

cukai dalam mengendalikan 

konsumsi, sekaligus merugikan 

penerimaan negara. Data dari Bea dan 

Cukai (2022) mencatat bahwa 

peredaran rokok ilegal di Indonesia 

masih mencapai 6-8% dari total 

pasar rokok nasional. (Marbun, 

2025). Berikut data yang diperoleh 

guna untuk strategi kebijakan yang 

seimbang agar tidak merugikan sektor 

pertanian dan juga kesehatan 

masyarakat di Indonesia. 

1. Pajak Bertahap 

 Mengimplementasikan kenaikan 

pajak rokok secara bertahap dapat 

memberikan waktu yang cukup 

bagi petani dan industri untuk 

beradaptasi dengan perubahan 

pasar. Dengan pendekatan ini, 

petani dapat merencanakan dan 

melakukan penyesuaian produksi 

secara bertahap, sehingga dampak 

negatif terhadap pendapatan dan 

kesejahteraan mereka dapat 

diminimalisir.  

2. Harga Minimum Tembakau 

 Menetapkan harga minimum untuk 

produk tembakau dapat menjadi 

langkah penting untuk melindungi 

pendapatan petani, meskipun 

permintaan mengalami penurunan. 

Kebijakan ini memastikan bahwa 

petani tidak terpaksa menjual hasil 

panen mereka dengan harga yang 

sangat rendah, yang bisa 

menyebabkan kerugian finansial 

yang besar. Dengan adanya harga 

minimum, petani dapat memiliki 

kepastian lebih dalam perencanaan 

ekonomi mereka, sehingga 

menciptakan stabilitas dalam 

sektor pertanian tembakau. 

3. Program Diversifikasi 

 Mendirikan program yang 

memberikan pelatihan dan 

dukungan bagi petani untuk 

beralih ke komoditas alternatif 

yang lebih menguntungkan dan 

berkelanjutan sangatlah penting. 

Program ini dapat membantu 

petani memahami cara bertani dan 

memasarkan produk baru, serta 

memberikan akses ke informasi 

dan sumber daya yang diperlukan. 

Dengan diversifikasi, petani tidak 

hanya mengurangi ketergantungan 

pada tembakau, tetapi juga dapat 

meningkatkan pendapatan mereka 

melalui variasi produk yang 

ditawarkan. 

4. Bantuan Finansial 

 Menyediakan bantuan finansial 

atau insentif bagi petani yang 

terdampak oleh kebijakan pajak 

sangat penting untuk membantu 
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mereka beradaptasi dan 

berinvestasi dalam usaha baru. 

Bantuan ini dapat berupa hibah, 

pinjaman bersubsidi, atau program 

insentif yang mendorong inovasi 

pertanian. Dengan adanya 

dukungan finansial, petani akan 

lebih mampu menghadapi 

tantangan yang muncul akibat 

penurunan permintaan tembakau, 

sekaligus memiliki kesempatan 

untuk mengembangkan alternatif 

usaha yang lebih menguntungkan. 

5. Riset dan Pengembangan 

 Mendukung penelitian dan 

pengembangan untuk menciptakan 

varietas tembakau yang lebih 

ramah lingkungan atau produk 

alternatif yang lebih sehat 

merupakan langkah strategis 

dalam menghadapi perubahan 

pasar. Investasi dalam riset dapat 

menghasilkan tembakau yang 

lebih tahan terhadap hama dan 

penyakit, serta memiliki dampak 

lingkungan yang lebih 

rendah.Pengembangan produk 

alternatif seperti rokok herbal atau 

nikotin non-tembakau dapat 

memberikan pilihan baru bagi 

konsumen dan meningkatkan 

keberlanjutan sektor pertanian. 

6. Kolaborasi dengan Petani 

 Melibatkan petani dalam proses 

pengambilan keputusan terkait 

kebijakan pajak sangat penting 

untuk memastikan bahwa suara 

mereka didengar dan kebutuhan 

mereka dipertimbangkan. Dengan 

adanya dialog yang konstruktif 

antara pemerintah dan petani, 

kebijakan yang dihasilkan akan 

lebih relevan dan efektif. 

Kolaborasi ini juga dapat 

menciptakan rasa kepemilikan di 

kalangan petani terhadap 

kebijakan yang 

diimplementasikan, sehingga 

meningkatkan kemungkinan 

keberhasilan kebijakan tersebut. 

7. Monitoring dan Evaluasi 

 Membangun sistem untuk 

memantau dampak kebijakan 

pajak secara berkala sangat 

penting agar penyesuaian dapat 

dilakukan jika diperlukan. 

Monitoring yang efektif 

memungkinkan pihak berwenang 

untuk mengevaluasi apakah 

kebijakan tersebut mencapai 

tujuannya dalam mengurangi 

konsumsi rokok dan melindungi 

petani. Dengan data yang akurat, 

pemerintah dapat membuat 

keputusan yang lebih baik dan 

merumuskan kebijakan yang lebih 

responsif terhadap dinamika pasar 

dan kebutuhan masyarakat. 

 

4. Pendapat Kelompok 

Kebijakan pajak rokok memang 

memiliki dua sisi yang saling 

bertentangan. Dari perspektif 

kesehatan masyarakat, kebijakan ini 

terbukti efektif dalam menekan 

konsumsi rokok, terutama di kalangan 

masyarakat berpenghasilan rendah 

dan generasi muda. Hal ini tentu 

menjadi langkah positif dalam 

mengurangi dampak kesehatan yang 

ditimbulkan oleh rokok, seperti 

penyakit jantung dan kanker. 

Dari perspektif sektor pertanian, 

kebijakan ini membawa dampak 

negatif terhadap petani tembakau dan 

industri rokok tradisional. Penurunan 

permintaan tembakau akibat kenaikan 

cukai rokok menyebabkan 

berkurangnya pendapatan petani, 

yang pada akhirnya dapat berujung 

pada krisis ekonomi di sektor 

pertanian tembakau. Data dalam 

artikel menunjukkan bahwa jutaan 

petani dan pekerja di industri ini 

terdampak secara langsung. 
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Artikel ini mengusulkan pendekatan 

kebijakan yang lebih seimbang, 

seperti: 

• Kenaikan pajak secara bertahap 

agar petani dan industri bisa 

beradaptasi. 

• Penetapan harga minimum 

tembakau untuk melindungi 

pendapatan petani. 

• Diversifikasi pertanian agar 

petani bisa beralih ke komoditas 

lain yang lebih berkelanjutan. 

• Bantuan finansial dan pelatihan 

untuk petani agar mereka bisa 

menghadapi perubahan ekonomi. 

 Menurut kelompok kami, kebijakan 

pemerintah harus lebih 

mempertimbangkan dampak jangka 

panjang terhadap berbagai sektor 

terkait, bukan hanya aspek kesehatan. 

Idealnya, ada strategi mitigasi yang 

lebih konkret untuk melindungi 

kesejahteraan petani, seperti insentif 

bagi mereka yang ingin beralih ke 

sektor lain atau dukungan inovasi 

dalam industri tembakau yang lebih 

ramah lingkungan. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kenaikan pajak rokok memang 

efektif dalam mengurangi konsumsi 

rokok, tetapi berdampak negatif terhadap 

petani tembakau dan industri rokok skala 

kecil. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu 

diimbangi dengan strategi mitigasi 

dampak bagi sektor pertanian dan 

industri tembakau, agar kebijakan cukai 

tidak hanya berfokus pada kesehatan 

publik, tetapi juga memperhatikan aspek 

ekonomi masyarakat yang terdampak. 
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